BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana tujuan dari Pembangunan Nasional Negara Indonesia
yang telah di tetapkan di dalam ketentuan — ketentuan yang terdapat di dalam
GBHN adalah dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik
secara material maupun spritual berdasarkan Pancasila. Untuk tercapainya tujuan
seperti yang di maksud tersebut segala bentuk Pembangunan dilaksanakan secara
bertahapan. Dalam melaksanakan tahapan —tahapan Pembangunan tersebut sangat
di perlukan Peran serta partisipasi rakyat yang di sesuaikan dengan masing-
masing Daerah Propinsi.

Dimana peran serta masyarakat tersebut sangat di perlukan terutama di dalam hal
Pemungutan Pajak.

Pajak adalah Suatu kewajiban bagi warga Negara Indonesia untuk
membayar Pajak bagi yang memeciliki Usaha dan tidak menuntut imbalan apapun.
Namun Pemerintah mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk Pembangunan-
pembangunan seperti : Pembangunan jalan, Sekolah, Jembatan, Fasilitas-fasilitas
umum lainnya.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Suatu Badan/Lembaga yang
mengadakan penarikan Pembangunan Pajak atau dapat dikatakan sebagai

pelaksana pengolahan dan selaku koordinator dalam melakukan prosedur
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penarikan pungutan Pajak dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan di segala bidang terutama
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya
Manusia yang berkesinambungan karena ke dua hal ini saling menunjang antara
satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya memilih Judul :

“ANALISIS PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS

PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN™.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan,

maka penulis menemukan masalah berkaitan dengan topik yang di
teliti dirumuskan sebagai berikut :

Bahwa di dalam pelaksanaannya para wajib pajak sering melalaikan
kewajibannya serta tidak dapat diterapkan secara baik sanksi hukum terhadap

para wajib pajak tersebut.

UNIVERSITASMEDAN AREA





